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Abstract, Medical tourism has become a significant global phenomenon in recent years, including in Indonesia.
This article examines the opportunities and challenges associated with the medical tourism industry from a
legal perspective in Indonesia. With the rapid growth of the healthcare sector in the country, more and more
international tourists arve seeking high-quality medical care while enjoying tourism attractions. However, amidst
promising opportunities, complex legal challenges also arise. This journal outlines the legal framework that
regulates medical tourism in Indonesia and analyzes its impact on various aspects, such as health regulations,
patient rights, medical responsibilities, and consumer protection. In addition, this article discusses issues such
as medical service standards, accreditation of health facilities, and the qualifications of foreign medical
personnel entering Indonesia. In this context, legal aspects related to licensing, residence permits, and legal
action against questionable medical practices become an important focus. Although medical tourism offers
great economic potential, this article also highlights challenges that must be overcome, such as gaps in
regulatory implementation, protection of foreign patients, and legal risks for health facilities and medical
practitioners. An in-depth analysis of legal opportunities and challenges in medical tourism in Indonesia can
provide insight for policy makers, legal practitioners and relevant stakeholders to develop a balanced and
sustainable framework for advancing this sector.
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Abstrak, Medical tourism telah menjadi fenomena global yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir,
termasuk di Indonesia. Artikel ini mengkaji peluang dan tantangan yang terkait dengan industri medical tourism
dari sudut pandang hukum di Indonesia. Dengan pertumbuhan pesat sektor layanan kesehatan di negara ini,
semakin banyak wisatawan internasional yang mencari perawatan medis berkualitas tinggi sambil menikmati
atraksi pariwisata. Namun, di tengah peluang yang menjanjikan, tantangan hukum yang kompleks juga muncul.
Jurnal ini menguraikan kerangka hukum yang mengatur medical tourism di Indonesia dan menganalisis
dampaknya terhadap berbagai aspek, seperti regulasi kesehatan, hak pasien, tanggung jawab medis, dan
perlindungan konsumen. Selain itu, artikel ini membahas isu-isu seperti standar pelayanan medis, akreditasi
fasilitas kesehatan, dan kualifikasi tenaga medis asing yang masuk ke Indonesia. Dalam konteks ini, aspek
hukum terkait perizinan, izin tinggal, dan tindakan hukum terhadap praktik medis yang meragukan menjadi
fokus penting. Meskipun medical tourism menawarkan potensi ekonomi yang besar, artikel ini juga menyoroti
tantangan yang harus diatasi, seperti kesenjangan dalam implementasi regulasi, perlindungan terhadap pasien
asing, dan risiko hukum bagi fasilitas kesehatan dan praktisi medis. Analisis mendalam tentang peluang dan
tantangan hukum dalam medical tourism di Indonesia dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan,
praktisi hukum, dan pemangku kepentingan terkait untuk mengembangkan kerangka kerja yang seimbang dan
berkelanjutan dalam memajukan sektor ini.

Kata Kunci: Tantangan, Medical Tourism, Hukum di Indonesia

Pendahuluan

Medical Tourism didefinisikan oleh Goodrich dan Goodrich (1987) dalam (Heung,
Kucukusta and Song, 2010) sebagai definisikan sebagai upaya pihak fasilitas atau tujuan
wisata untuk menarik wisatawan dengan secara mempromosikan layanan dan fasilitas
layanan kesehatannya, di samping fasilitas wisata regulernya, sehingga sehingga menekankan

pada penyedia layanan. Menurut Van Sliepen, lebih menekankan sisi permintaan dan
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memandang pariwisata kesehatan terdiri dari tiga elemen: menjauh dari rumah, kesehatan
sebagai motif utama, dan terjadi dalam suasana santai. Disini juga disebutkan bahwa
membedakan Health Tourism (pariwisata kesehatan) dari fenomena pariwisata yang lebih
luas, persepsi produk pada bagian penyedia layanan dan konsumen mempengaruhi sejauh
mana pengalaman perjalanan yang lebih khusus seperti pengobatan medis dipromosikan
sebagai pasar utama. Dengan demikian pariwisata kesehatan adalah konsep luas yang

mencakup pariwisata kesehatan dan wisata medis.

Medical tourism, yang mengacu pada perjalanan lintas batas oleh individu dengan
tujuan mendapatkan perawatan medis atau bedah, telah menjadi salah satu tren yang
signifikan dalam industri global kesehatan (Nugraha et al., 2019). Fenomena ini memadukan
layanan medis berkualitas tinggi dengan atraksi pariwisata, menciptakan peluang ekonomi
dan pertumbuhan sektor kesehatan di berbagai negara. Di Indonesia, sebagai negara dengan
potensi wisata alam dan budaya yang kaya, serta fasilitas medis yang semakin berkembang,

medical tourism memiliki daya tarik tersendiri.

Medical tourism telah memberikan dampak positif pada perekonomian global dengan
meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata dan kesehatan. Hal ini juga mendorong
pengembangan fasilitas medis canggih dan tenaga medis yang terampil di berbagai destinasi.
Di Indonesia, upaya untuk menggabungkan layanan medis berkualitas tinggi dengan
keindahan alam dan budaya lokal telah membantu memperluas basis wisatawan dan

menciptakan lapangan kerja baru.

Namun, fenomena medical tourism juga membawa sejumlah tantangan. Perbedaan
regulasi dan standar medis antar negara dapat menimbulkan masalah keamanan pasien dan
kualitas perawatan yang tidak konsisten. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai efek jangka
panjang terhadap sistem kesehatan lokal di negara-negara tujuan, karena sumber daya

kesehatan mungkin dialihkan untuk melayani wisatawan medis daripada populasi lokal.

Oleh karena itu, penting bagi negara-negara yang ingin mengembangkan sektor
medical tourism untuk mengadopsi kerangka regulasi yang kuat, memastikan standar medis
yang konsisten, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem kesehatan dan
masyarakat lokal. Dengan pendekatan yang bijaksana, medical tourism dapat tetap menjadi
sumber daya ekonomi yang berharga sambil memprioritaskan kesejahteraan pasien dan

masyarakat secara keseluruhan.
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Pada saat yang sama, perkembangan medical tourism juga membawa sejumlah
tantangan hukum yang kompleks. Keberagaman aspek hukum terkait dengan regulasi
kesehatan, hak pasien, tanggung jawab medis, perizinan fasilitas kesehatan, dan akreditasi
tenaga medis asing menjadi aspek penting dalam pemberian perawatan medis kepada pasien
asing (Arisanti & Road Timur No, 2018). Pertanyaan seputar legalitas praktik medis,
perlindungan pasien, dan penegakan hukum terhadap praktik yang meragukan menjadi titik-

titik kritis yang memerlukan perhatian serius.

Pada pendahuluan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperkenalkan
pembaca kepada isu sentral yang akan dibahas dalam jurnal ini, yaitu peluang dan tantangan
yang terkait dengan medical tourism dari perspektif hukum di Indonesia. Dalam konteks ini,
kami akan membahas kerangka hukum yang mengatur medical tourism di Indonesia dan
dampaknya terhadap regulasi kesehatan dan pelayanan medis, serta hak dan perlindungan
pasien. Selain itu, analisis akan melibatkan aspek hukum terkait dengan akreditasi fasilitas

kesehatan dan kualifikasi tenaga medis asing yang berkontribusi pada sektor ini.

Dalam pandangan holistik ini, lebih menekankan pentingnya menyeimbangkan
kebutuhan industri medical tourism yang berkembang dengan perlindungan pasien dan
praktik medis yang etis. Dengan mendalaminya dari sudut pandang hukum, kami berharap
jurnal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang
mengatur medical tourism di Indonesia, serta memberikan pandangan yang lebih luas bagi
pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan terkait dalam menghadapi

dinamika kompleks sektor ini.

Penting untuk diakui bahwa sambil memberikan peluang ekonomi dan inovasi dalam
pelayanan medis, medical tourism juga membawa risiko hukum yang signifikan. Tantangan
seperti kesenjangan dalam penerapan regulasi, ketidakpastian hukum terhadap praktik medis
yang meragukan, dan kewajiban hukum fasilitas kesehatan dan praktisi medis dalam

menghadapi pasien asing akan dianalisis secara mendalam.
Pembahasan

1. Kerangka Hukum Medical Tourism di Indonesia

Pada awal pembahasan, penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur
praktik medical tourism di Indonesia. Dalam konteks ini, peraturan terkait perizinan fasilitas

kesehatan, izin tinggal untuk pasien internasional, dan regulasi untuk tenaga medis asing
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harus dianalisis secara mendalam. Pertama-tama, regulasi terkait perizinan fasilitas kesehatan
perlu dilihat untuk memastikan bahwa fasilitas medis yang melayani pasien internasional
memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Kedua, izin tinggal bagi pasien
internasional harus diatur dengan jelas untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan

terhadap hak dan kewajiban pasien selama perawatan medis.

Di Indonesia, untuk menjaga praktik medical tourism, penting untuk memiliki regulasi
yang ketat terkait perizinan fasilitas kesehatan yang melayani pasien internasional. Fasilitas-
fasilitas ini harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh otoritas kesehatan, seperti
Kementerian Kesehatan. Hal ini mencakup izin pendirian, izin operasional, dan perizinan
lainnya yang relevan. Fasilitas-fasilitas ini juga harus secara berkala diaudit untuk
memastikan bahwa mereka terus memenuhi standar kualitas yang diperlukan. Selain itu,
regulasi harus mengatur standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan yang
melayani pasien internasional, termasuk kualifikasi tenaga medis, peralatan medis, protokol
perawatan, dan pemenuhan regulasi kesehatan yang berlaku. Transparansi biaya juga harus
diwajibkan, memastikan bahwa pasien internasional mendapatkan informasi yang jelas

tentang biaya perawatan.

Regulasi harus menciptakan jenis visa khusus untuk pasien internasional yang datang
untuk perawatan medis. Visa ini harus mencerminkan tujuan pasien dan durasi perawatan
yang diperlukan. Pasien internasional harus diberikan panduan yang jelas mengenai prosedur
pendaftaran dan izin tinggal mereka. Ini dapat melibatkan kerjasama antara fasilitas
kesehatan, imigrasi, dan pihak berwenang terkait. Selain itu, regulasi harus melindungi hak
pasien internasional selama perawatan medis di Indonesia. Ini termasuk hak untuk
mendapatkan informasi medis yang memadai, hak untuk mendapatkan perawatan yang layak,

dan hak untuk melakukan komplain jika ada masalah.

Tenaga medis asing yang bekerja di Indonesia harus memiliki lisensi yang diakui dan
memenuhi kualifikasi yang sesuai. Mereka juga harus memiliki izin kerja yang sah. Regulasi
harus mengatur pengawasan terhadap tenaga medis asing untuk memastikan bahwa mereka
mematuhi standar etika dan praktik medis yang berlaku di Indonesia. Selain itu, regulasi
harus mencantumkan sanksi yang dapat diberikan jika tenaga medis asing melanggar kode
etik atau praktik medis yang berlaku di Indonesia, seperti pencabutan lisensi atau izin kerja

jika diperlukan.
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Dalam implementasinya, kerjasama antara berbagai pihak terkait seperti Kementerian
Kesehatan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Imigrasi sangat penting untuk
memastikan bahwa regulasi ini dijalankan dengan efektif. Hal ini akan membantu
memperkuat industri medical tourism di Indonesia sambil menjaga standar kualitas dan

perlindungan pasien yang tinggi.

Regulasi yang berkaitan dengan kualifikasi dan ijin kerja bagi tenaga medis asing juga
merupakan hal yang esensial dalam konteks pariwisata medis. Dalam situasi di mana tenaga
medis asing terlibat dalam memberikan perawatan kepada pasien internasional, peraturan
mengenai lisensi dan kompetensi profesi mereka harus diperhatikan secara cermat. Hal ini
penting guna memastikan bahwa standar medis yang tinggi tetap terjaga dan pasien

mendapatkan perawatan yang aman dan efektif.

Tantangan lainnya meliputi perlindungan terhadap hak pasien internasional, termasuk hak
atas informasi yang jelas dan transparan mengenai prosedur medis, biaya, risiko, serta hak
untuk memberikan persetujuan atas perawatan yang akan dilakukan. Dalam konteks lintas
negara, perbedaan bahasa dan budaya juga bisa menjadi kendala dalam memastikan

pemahaman yang tepat antara pasien dan penyedia layanan medis.
2. Regulasi Kesehatan dan Perlindungan Pasien

Dalam hal medical tourism, regulasi kesehatan memainkan peran sentral dalam
memastikan bahwa pelayanan medis yang diberikan kepada pasien internasional sesuai
dengan standar yang tinggi. Ini mencakup aspek seperti penggunaan teknologi medis terbaru,
praktik medis yang aman, dan transparansi dalam prosedur dan biaya. Perlindungan pasien
adalah elemen penting dalam hal ini, di mana pasien internasional perlu diberikan hak yang
jelas terkait informasi medis, privasi, dan akses ke keluhan serta penyelesaian sengketa.(Devi

Rosalina et al., 2015)

Aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah penggunaan teknologi medis terbaru.
Dalam upaya untuk menarik pasien internasional, fasilitas kesehatan di Indonesia harus
mampu menyediakan pelayanan medis dengan teknologi terkini. Regulasi kesehatan harus
memastikan bahwa teknologi tersebut tidak hanya diterapkan secara efektif, tetapi juga
dengan mematuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Hal ini akan
memastikan bahwa pasien internasional mendapatkan perawatan yang modern dan sesuai

dengan perkembangan terbaru di bidang medis.
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Transparansi dalam prosedur dan biaya adalah prinsip lain yang penting dalam regulasi
pariwisata medis. Pasien internasional harus diberikan informasi yang jelas mengenai
prosedur medis yang akan dilakukan, risiko yang terkait, serta perkiraan biaya yang akan
dikeluarkan. Ini tidak hanya memberikan kepastian kepada pasien, tetapi juga mencegah

adanya kebingungan atau konflik terkait biaya yang tidak terduga.
3. Tanggung Jawab Medis dan Perlindungan Konsumen

Dalam medical tourism, tanggung jawab medis menjadi sangat penting karena melibatkan
interaksi lintas batas antara pasien, tenaga medis, dan fasilitas kesehatan. Pertanyaan tentang
apa yang terjadi jika terjadi komplikasi atau kesalahan dalam perawatan medis perlu dijawab
dengan jelas dalam konteks hukum. Tanggung jawab hukum fasilitas kesehatan dan praktisi
medis harus diuraikan dalam regulasi untuk memastikan adanya akuntabilitas dan

perlindungan bagi pasien.

Tanggung jawab hukum fasilitas kesehatan harus mencakup sejumlah aspek yang
termasuk di dalamnya. Pertama-tama, regulasi harus mengamanatkan bahwa fasilitas
kesehatan wajib memberikan standar pelayanan medis yang tinggi dan mematuhi pedoman
praktik medis yang berlaku. Hal ini tidak hanya mencakup aspek medis, tetapi juga aspek
non-medis seperti fasilitas yang aman dan nyaman bagi pasien serta penanganan yang tepat

terhadap informasi medis dan privasi.

Ketika menghadapi situasi komplikasi atau kesalahan medis, regulasi harus mengatur
prosedur yang jelas untuk penyelesaian sengketa dan kompensasi. Pasien internasional perlu
tahu langkah-langkah yang dapat diambil jika mereka mengalami dampak negatif akibat
perawatan medis yang tidak memenuhi standar atau terjadi kesalahan. Oleh karena itu,
regulasi harus memuat ketentuan tentang prosedur pengaduan, investigasi, dan mekanisme

penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.

Terkait situasi komplikasi atau kesalahan medis dalam konteks medical tourism, regulasi
perlu menetapkan prosedur yang jelas untuk menangani sengketa dan memberikan
kompensasi yang layak. Pasien internasional harus memiliki pemahaman yang tepat tentang
langkah-langkah yang dapat mereka ambil jika mereka mengalami dampak negatif akibat

perawatan medis yang tidak memenuhi standar atau terjadi kesalahan.

Dalam regulasi tersebut, harus dijelaskan tentang prosedur pengaduan yang mudah

diakses dan dimengerti oleh pasien internasional. Investigasi menyeluruh harus dilakukan
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untuk memahami penyebab akar dari situasi tersebut. Mekanisme penyelesaian sengketa yang
adil dan efektif juga harus diatur, yang mungkin melibatkan arbitrasi independen atau badan

mediasi yang berkompeten dalam kasus-kasus seperti ini.

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pasien internasional memiliki jalur yang
jelas untuk mencari keadilan dan kompensasi jika diperlukan, tanpa harus menghadapi
hambatan yang berlebihan. Dengan cara ini, regulasi dapat memberikan perlindungan yang
kuat bagi pasien, mendorong standar perawatan yang tinggi, dan membangun kepercayaan

dalam industri medical tourism.

Tanggung jawab hukum tenaga medis juga tidak kalah pentingnya. Regulasi harus
menguraikan persyaratan lisensi, kualifikasi, dan kompetensi yang diperlukan bagi tenaga
medis yang terlibat dalam pelayanan kepada pasien internasional. Tanggung jawab medis
juga harus mencakup aspek komunikasi yang efektif dengan pasien, pemberian informasi
yang akurat dan komprehensif, serta persetujuan yang didasarkan pada pemahaman yang

jelas antara pasien dan tenaga medis.
Kesimpulan

Pariwisata medis di Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan manfaat
ekonomi dan pengembangan sektor kesehatan. Namun, untuk mengoptimalkan peluang ini,
regulasi yang kuat dan komprehensif menjadi kunci. Regulasi perizinan fasilitas kesehatan,
1zin tinggal pasien internasional, dan regulasi terkait tenaga medis asing harus diatur dengan

teliti untuk memastikan standar medis yang tinggi dan perlindungan hak pasien.

Regulasi juga harus menggarisbawahi pentingnya praktik medis yang aman,
penggunaan teknologi medis terbaru, serta transparansi dalam prosedur dan biaya.
Perlindungan terhadap hak-hak pasien, seperti akses terhadap informasi medis yang akurat,

privasi, dan penyelesaian sengketa, perlu diberikan perhatian serius dalam kerangka regulasi.

Tanggung jawab hukum fasilitas kesehatan dan tenaga medis juga harus diuraikan
dengan jelas dalam regulasi. Penyelesaian sengketa dan kompensasi dalam situasi komplikasi
atau kesalahan medis harus memiliki mekanisme yang adil dan transparan. Sebagai
tambahan, persyaratan lisensi, kualifikasi, dan kompetensi tenaga medis harus dijaga untuk

memastikan pelayanan medis yang berkualitas.

Dalam mengembangkan regulasi pariwisata medis, penting untuk menjaga

keseimbangan antara keberlanjutan industri dan perlindungan terhadap pasien. Dengan



Peluang Dan Tantangan Medical Tourism Dalam Konteks Hukum Di Indonesia

regulasi yang tepat, Indonesia dapat menjadi tujuan yang menarik bagi pasien internasional,

sambil tetap menjunjung tinggi standar medis dan hak-hak pasien.
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